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BUPATI CIANJUR,

bahwa dengan adanya beberapa Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah
ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk
meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur, maka
perlu mengatur Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 25A Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan, tarif layanan kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
diatur dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjuar,

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NEgara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15
Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Nomor 4);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor
13);



20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat KeseHatan
Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor
14);

21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
CIANJUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
Bupati adalah Bupati Cianjur.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD,
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.

Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan
sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.



BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tarif Layanan pada UPTD
Puskesmas dengan nama Tarif Layanan UPTD Puskesmas.

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Tarif Layanan adalah:

a. pelayanan klinik;

b. pelayanan kesehatan masyarakat; dan
c. praktik pendidikan kesehatan.

Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan di UPTD Puskesmas.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan UPTD
Puskesmas didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.

Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan
kepatutan serta kompetisi vang sehat.

BAB IV
PELAYANAN PUSKESMAS DAN /ATAU PUSKESMAS DTP
Pasal 5

Pelayanan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a meliputi:

a. rawat jalan:

1. poliklinik umum;

2. poliklinik gigi dan mulut;

3. poliklinik KIA/KB/imunisasi;
4. konsultasi.

pelayanan 24 jam terbatas/UGD:
PONED;

pelayanan elektromedik;
pelayanan ambulan;

pelayanan laboratorium;
serologis/imunologis;

uring

feses;

hematologis;

kimia darah;
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6. bakteriologis.
g. rawat inap "
h. penunjang nonmedis.

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf b meliputi:
a. homecare/perawatan kunjungan rumah;
b. pemeriksaan sampel.

(3) Praktik pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. praktik klinik dan nonklinik;
b. pelayanan studi banding;
c. pelayanan penelitian.

Pasal 6

(1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan
berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.

(2) Tarif Layanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil
g
perhitungan komponen tarif.

(3) Komponen Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
atas:

a. jasa sarana terdiri atas:
1) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
2) sarana; dan

b. jasa pelayanan.

(4) Struktur Tarif Layanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBEBASAN
Pasal 7
(1) Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pembebasan dari tarif
pelayanan pengobatan dan dan pemeriksaan umum.

(2) Bagi penduduk yang memiliki Kartu Indonesia Sehat dan asuransi
kesehatan lainnya berlaku ketentuan tarif sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor
1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ’Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan = penempatannya dalam = Berita  Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,
Hd.
TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal fl Desember 2015

SEKRETARIS | DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
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BERITA'DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 48



